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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 232 /PMK.06/2015
TENTANG
PELAKSANAAN PENGALIHAN INVESTASI PEMERINTAH
DALAM PUSAT INVESTASI PEMERINTAH
MENJADI PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2015 tentang
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia
ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Sarana Multi Infrastruktur, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Pengalihan Investasi
Pemerintah Dalam Pusat Investasi Pemerintah Menjadi
Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan Perseroan

(Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4756);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara
pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4555);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2015 tentang
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik
Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 297);

6. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang
Penataan Tugas Dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

7. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
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MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PELAKSANAAN PENGALIHAN INVESTASI PEMERINTAH
DALAM PUSAT INVESTASI PEMERINTAH MENJADI
PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA PERUSAHAAN
PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTI
INFRASTRUKTUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Investasi Pemerintah selanjutnya disingkat PIP
adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian
Keuangan yang melaksanakan kewenangan operasional
dalam pengelolaan investasi pemerintah pusat sesuai
dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi
Infrastruktur selanjutnya disingkat PT SMI adalah Badan
Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk
Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang
Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2008.

3. Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau
pemberian pinjaman oleh PIP untuk membiayai kegiatan
usaha.

4. Perjanjian Investasi adalah perjanjian yang dilakukan
antara PIP selaku kreditor dengan pemerintah daerah
dan/atau Perusahaan Perseroan (Persero) PT PLN selaku
debitor.

5. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
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